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BAB YV

KESIMPULAN

Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan
Undang-Undang Perjudian tampak jelas dalam kasus pendaftaran merek SBOTOP.
Meskipun SBOTOP dalam implementasinya digunakan sebagai platform perjudian,
pendaftaran merek ini tetap dilakukan. UU MIG mengatur proses pendaftaran merek
tanpa memperhatikan jenis jasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku,
sementara Undang-Undang Perjudian secara tegas melarang segala bentuk aktivitas
perjudian di Indonesia. Akibat dari ketidaksesuaian ini, merek SBOTOP berhasil
didaftarkan meskipun jenis aktivitas yang dilindunginya, yaitu perjudian,
bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perjudian.
Hal ini menyoroti adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan terdaftarnya
merek-merek yang berpotensi melanggar hukum.

Berdasarkan hasil jawaban dari DJKI, nama SBOTOP tidak melanggar ketentuan
Pasal 20 UU MIG. Pasal 20 tersebut hanya mengatur mengenai tanda atau logo,
bukan penggunaan merek tersebut. Dalam hal ini, nama SBOTOP sendiri tidak
melanggar ketentuan yang berlaku menurut Pasal 20, karena tidak mengandung kata
atau simbol yang secara eksplisit bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun,
permasalahan muncul ketika melihat penggunaan dari merek tersebut. Meskipun
nama SBOTOP tidak melanggar ketentuan pendaftaran, penggunaannya sebagai
platform perjudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, khususnya UU LPP yang secara tegas melarang segala bentuk
aktivitas perjudian di Indonesia. Jadi, meskipun merek SBOTOP berhasil didaftarkan
karena tidak ada pelanggaran dalam nama atau logo, aktivitas yang dilindunginya,
yaitu perjudian, jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu merek
SBOTOP dimungkinkan untuk dilakukan penghapusan atas prakarsa menteri
berdasarkan pada pasal 72 ayat (6) UU MIG merupakan langkah yang sesuai dengan
ketentuan terutama jika merek tersebut digunakan untuk aktivitas yang bertentangan

dengan moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum.
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Saran

1.

Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:

o Kerjasama DJKI dan Lembaga Peradilan: Perlu ada kerjasama

yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI) dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa putusan
pengadilan  terkait  pelanggaran  merek  dapat  segera
diimplementasikan. Lembaga peradilan harus berperan aktif dalam
memberikan putusan yang cepat dan mengeluarkan surat eksekusi

agar DJKI dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

2. Peninjauan Proses Pendaftaran Merek:

o Peningkatan Verifikasi dan Pemeriksaan: Proses verifikasi dan

pemeriksaan merek di DJKI harus ditingkatkan untuk memastikan
bahwa merek yang diajukan tidak melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk UU Penertiban Perjudian. Proses
ini dapat mencakup pemeriksaan latar belakang yang lebih
mendalam terhadap jenis jasa yang didaftarkan.

Pengembangan Sistem Peringatan Dini: Membangun sistem
peringatan dini yang dapat mendeteksi dan mencegah pendaftaran
merek yang berpotensi melanggar hukum, seperti merek yang terkait

dengan perjudian.

3. Reformasi Hukum dan Regulasi:

o Revisi Peraturan yang Berlaku: Dari permasalahan yang diangkat

memang betul nama SBOTOP ini tidak melanggar peraturan
perundang-undangan lain, namun jasa perjudian yang melekat pada
merek SBOTOP lah yang menjadi permasalahannya. Perlu ada
revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur
pendaftaran merek untuk menyelaraskan dan memperjelas
ketentuan yang ada, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mendaftarkan merek

yang melanggar hukum.
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o Pembentukan Kebijakan Khusus: Pembentukan kebijakan khusus
yang melarang pendaftaran merek yang terkait dengan aktivitas
ilegal, seperti perjudian, dengan sanksi yang jelas dan tegas.

4. Tindakan Korektif dan Pencegahan:

o Pembatalan Merek yang Melanggar: Segera mengajukan proses
hukum untuk membatalkan pendaftaran merek SBOTOP melalui
pengadilan, dengan dasar pelanggaran terhadap UU Merek dan
Indikasi Geografis serta UU Penertiban Perjudian. Sehingga
dilakukan penghapusan merek.

o Peninjauan Kembali Merek Terdaftar: Melakukan peninjauan
kembali terhadap merek-merek yang sudah terdaftar untuk
memastikan tidak ada merek lain yang melanggar peraturan yang
sama.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kasus seperti SBOTOP dapat
dicegah di masa depan, dan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berfungsi
dengan lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ditambah penetapan sanksi administrasi bagi pemegang hak merek ilegal

yang terdaftar ataupun yang telah dilakukan penghapusan merek.
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